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ABSTRAK 
NURJANNAH (B111 12 060), DENGAN JUDUL “Peranan Lembaga 
Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 di Kota Makassar)”.DI BAWAH 
BIMBINGAN BAPAK H. M. SAID KARIM SELAKU PEMBIMBING I DAN 
BAPAK SYAMSUDDIN MUCHTAR SELAKU PEMBIMBING II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui peranan Lembaga Bantuan 
Hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan 
mengetahui efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.  
 
Penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Lembaga 
Bantuan Hukum APIK, Lembaga Bantuan Hukum P2I dan Lembaga 
Bantuan Hukum Unhas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara dan studi dokumen. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Bantuan 
Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 
antara lain mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada 
setiap tingkat pemeriksaan sehingga tejaminnya hak-hak Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum, baik sebelum, selama maupun setelah 
persidangan dan mengupayakan diversi terhadap kasus anak agar anak 
tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan.  
 
Data  dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa 
peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum belum efektif, namun penanganannya telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi 
sehingga tidak efektifnya, yakni kurangnya perspektif aparat penegak 
hukum tentang anak dan kurang pahamnya aparatur penegak hukum 
berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan anak 
oleh Lembaga Bantuan Hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), 
menyebutkan: 
“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan 
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut 
tanpa terkecuali.”  
 
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan 
hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal 
counsel), diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law), 
keadilan untuk semua (justice for all). Pemberian Bantuan Hukum itu 
sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk 
menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 
mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak 
konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan 
kedudukan di dalam hukum.1 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan: 
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum. 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang 
tidak mampu. 
 
                                                          
1 Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
2 
Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan:  
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu.” 
 
Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap orang yang 
berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh bantuan hukum secara 
cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang 
menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu. 
Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh 
para pelanggar hukum, disebabkan berbagai faktor. Baik itu faktor sosial, 
ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Setiap 
tahunnya semakin meningkat, bahkan anak pun menjadi pelaku pelanggar 
hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup 
telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 
masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku 
anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih 
sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, 
penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua 
asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang 
kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. 
Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan 
tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan 
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan 
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tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, 
diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat. 
Padahal anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa 
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya, yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 
mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the 
Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, 
yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup 
dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 
 Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak 
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak 
Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara 
teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang 
selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.2 
 Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: 
                                                          
2 Wagita Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama: Bandung. Hal.67 
4 
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 
Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan 
hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu 
cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. 
Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan 
terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 
 Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya undang-
undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena 
disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti 
sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui 
sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, 
namun diupayakan anak tidak harus bersentuhan langsung dengan 
peradilan. 
Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari Penyidikan, Penuntutan, 
Pengadilan, dan dalam menjalankan putusan Pengadilan, di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik 
khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. 
Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan 
prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan 
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martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan 
membuat nilai kemanusian anak menjadi rendah.3 
Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya 
perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal 
seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu 
mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, 
karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan 
dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan 
pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak 
atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak untuk memperoleh bantuan 
hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Putusan 
hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. 
Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan 
dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan 
mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk 
mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi 
keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim 
sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak. 
  Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, berbunyi:  
“Setiap Anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat 
bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum. 
                                                          
3 Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Cet pertama. PT 
Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 4-5 
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Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan setiap 
tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan”. 
Menurut ketentuan Pasal 51 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
ditentukan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak 
mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan kemudian 
pejabat tersebut wajib memberitahukan kepada tersangka atau orang tua, 
wali, atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan 
berhubungan dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar 
oleh pejabat yang berwenang.  
 Selain itu Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa, “Setiap 
anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum 
dan bantuan lain secara efektif”. Dan Pasal 23 ayat (1), menyatakan 
bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Dari kedua undang-undang tersebut, mengatur adanya 
kewajiban terhadap tersangka/terdakwa anak didampingi Penasehat 
Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.   
 Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
7 
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia dan sejahtera. 
Selain itu, menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 
Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan 
tetap terpelihara. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap 
anak nakal ialah hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum baik dari 
penyidikan bahkan sampai kepersidangan, sebab keadaan persidangan 
berbeda antar terdakwa yang sudah dewasa dengan perkara anak selama 
persidangan digelar. 
Pengadilan anak menghendaki terdakwa didampingi oleh 
penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing 
kemasyarakatan. Mereka memiliki peranan masing-masing, untuk 
penasehat hukum/advokat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan 
orang tua, wali atau pembimbing kemasyarakatan. Penasehat hukum atau 
advokat mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa/anak 
nakal dipersidangan juga berperan aktif dalam rangka mengungkapkan 
kebenaran materiil terhadap perkara yang dihadapi oleh terdakwa/anak 
nakal.4 Oleh karenanya, dalam rumusan undang-undang SPPA yang 
menyatakan anak berhak wajib memperoleh bantuan hukum selama 
                                                          
4 Ayu Ananda Tagiran. 2014. Implementasi Pendampingan Dalam Memberikan Bantuan 
Hukum terhadap Tindak Pindana Yang Dilakukan Anak Dalam Proses Pemeriksaan 
Dalam Tingkat Penyidikan (Studi Di Polsek Padang Tualang Kabupaten Langkat). Skipsi. 
Universitas Sumatera Utara. Hal 8-10 
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dalam proses peradilan pidana anak dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin 
mengkaji lebih dalam mengenai, Peranan Lembaga Bantuan Hukum 
dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terkhususnya 
di Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
uraikan di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah 
tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam 
menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di 
Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam 
menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di 
Kota Makassar ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui peranan lembaga bantuan hukum dalam 
menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di 
Kota Makassar. 
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b. Untuk mengetahui efektivitas peranan lembaga bantuan hukum 
dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH) di Kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain 
sebagai berikut :  
a. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 
pada khususnya yang berkaitan dengan peranan lembaga bantuan 
hukum dalam penangan anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagai upaya perlindungan terhadap anak. 
b. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai peranan lembaga bantuan 
hukum dalam penangan anak yang berhadapan dengan hukum. 
c. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan 
untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang 
berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas 
dalam penelitian ini.  
d. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat 
bahwa tentang adanya bantuan hukum yang diberikan kepada 
anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terwujudnya 
perlindungan anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling 
umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam Bahasa Belanda walaupun 
secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat 
beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana:5 
Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana  adalah Suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum. 
Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu 
serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan 
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- 
undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum. 
                                                          
5 Erdianto Efendi. 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika 
Aditama: Bandung. 
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Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan 
(natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu). 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak 
Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan 
tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 
hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 
Kanter dan Sianturi, Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu 
tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang 
dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang 
hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang 
dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang 
diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu 
perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah 
perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur 
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.6 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
 
                                                          
6 Drs. P.A.F. Lamintang, SH. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: 
Bandung. Hal.193 
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Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut :7 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, 
Dengan penjelan untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus 
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Adanya perbuatan (manusia); 
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP) 
                                                          
7 DR. Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Hal 88 
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3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang Negatif). 
Dari pengertian, perbuatan/tindak pidana tersebut, dapat diambil 
kesimpulan, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidana tidak 
tercakup pertanggungjawaban pidana (Crimnal responsibility ), namun 
demikian, Moelyatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana 
tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa 
mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu 
bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, 
tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar 
dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan 
bagaimana hubungan batin antaraperbuatan yang terjadi dengan orang 
itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, 
yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka 
orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.8 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa 
pembagian, antara lain:9 
a. Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara Kualitatif atas 
Kejahatan dan Pelanggaran : 
                                                          
8 Mohamad Sholahuddin. 2010. Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana 
diaksses dari http://uddin76.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html. Pada 
tanggal 04 Oktober 2015 pukul  16:30 Wita. 
9 Ibid 
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1). Kejahatan; atau Rechtdelicht, yaitu perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun 
tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini 
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering 
disebut mala perse. Perbuatan-perbuatan yang dapat 
dikualifikasikan sebagai Rechtdelicht dapat disebut antara lain 
pembunuhan, pencurian dan sebagainya. 
2). Pelanggaran; atau disebut Wetsdelicht, yaitu perbuatan-
perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak 
pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. 
Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh 
masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan 
sanksi pidana. tindaka pidana ini disebut juga mala qui prohibita. 
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai 
wetsdelicht dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan 
jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya. 
Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara 
kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas 
tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara 
kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga 
kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh 
masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. 
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Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan 
yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan 
yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran 
yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun 
perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam 
Undang-undang. 
b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan 
tindak pidana Materiil : 
1). Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat 
dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan 
yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. 
Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil 
dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 
362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 
KUHP dan sebagainya. 
2). Tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan pada Akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat 
dikatakan, bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang 
baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat 
yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan 
terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang 
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dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang 
terjadi baru percobaan . Sebagai contoh misalnya tindak pidana 
pembunuhan Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 
378 KUHP dan sebagainya. 
c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana / delik 
Comissionis, delik Omisionis dan delik Comisionis per 
omnisionis : 
1). Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya 
melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. 
2). Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya 
tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP. 
3). Delik Comissionis per Omissionis Comissa adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan 
dengan cara tidak berbuat. Contohnya : Seorang ibu yang 
membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu 
(pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana 
diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP). 
d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Kesengajaan 
dan tindak pidana kealpaan ( delik dolus dan delik Culpa ): 
1). Tindak pidana kesengajaan / delik dolus adalah delik yang 
memuat unsur kesengajaan. Misalnya : Tindak pidana pembunuhan 
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dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dan sebagainya. 
2). Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang 
memuat unsur kealpaan. Misalnya: Delik yang diatur dalam Pasal 
359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, 
delik yang diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya 
mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya. 
e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana / delik tugal 
dan delik ganda : 
1). Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu 
kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya 
dilakukan sekali perbuatan. 
2). Delik Ganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : Untuk dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana / delik dalam Pasal 481 KUHP, 
maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila 
hanya satu kali terjadi, maka masuk kualifikasi Pasal 480 KUHP 
(Penadahan biasa). 
f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang 
berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung 
terus : 
1). Tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang 
mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu 
berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung 
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terus menerus. Misalnya : Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. 
Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas 
kemerdekaannya itu belum dilepas (misalnya disekap didalam 
kamar), maka selam itu pula tindak pidana itu masih berlangsung. 
2). Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah yang 
mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak 
berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah 
dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah 
timbulnya akibat.. Misalnya : Tindak pidana pencurian, pembunuhan 
penganiayaan dan sebagainya.  
g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan 
tindak pidana bukan aduan : 
1). Tindak pidana Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 
atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian, apabila tidak ada 
pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan 
penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis 
yaitu : 
a). Tindak Pidana Aduan Absolut Adalah tindak pidana yang 
mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk 
penuntutannya. Misalnya : Tindak pidana perzinaan dalam Pasal 
284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 
KUHP dan sebagainya. 
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b). Tindak Pidana Aduan Relatif, Pada prinsipnya jenis tindak 
pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi 
dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana 
laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam 
lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. 
Misalnya : Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 
367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam 
Pasal 367 KUHP dan sebagainya. 
2). Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak 
mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. 
Misalnya : Tindak pidana pembunuhan, pencurian penggelapan, 
perjudian dan sebagainya. 
h. Tindak pidana Biasa ( dalam bentuk pokok ) dan tindak pidana 
yang dikualisifikasikan : 
1). Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak 
pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat 
memberatkan. 
2). Tindak pidana yang dikualifikasikan yaitu tidak pidana dalam 
bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, 
sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut : Tindak pidana 
dalam Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, 
sedangkan tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 
KUHP merupakan bentuk kualifikasi/pemberatan dari tindak pidana 
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pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana 
dalam Pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, 
sedangkan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 
KUHP merupakan bentuk kualifikasi/pemberatan dari tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP). 
Untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana 
perbedaan tindak pidana dalam bentuk pokok dan tindak pidana 
yang dikualifikasikan, berikut contoh pasal-pasal yang mengatur hal 
pengertian dimaksud: Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana 
pencurian dalam bentuk pokok:  
”Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah”. 
Ketentuan Pasal 362 KUHP diatas merupakan bentuk tindak 
pidana pencurian yang pokok, jadi merupakan bentuk pencurian 
yang paling sederhana. Tindak pidana pencurian dalam bentuk 
pokok diatas apabila diikuti adanya unsur-unsur pemberat, maka 
akan berubah menjadi tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan 
pencurian dengan pemberatan. Misalnya : Tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 363 KUHP seperti dalam rumusan sebagai berikut : 
Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang 
dikualifikasikan dengan pemberatan menyatakan : 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
Ke-1 : Pencurian ternak 
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Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, adanya huru hara, 
pemberontakan atau bahaya perang . 
Ke-3 : Pencurian diwaktu dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. 
Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu. 
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ke-3 disertai 
dengan salah satu tersebut butir ke-4 dan butir ke-5, maka dikenakan 
pidana paling lama sembilan tahun. Tindak pidana dalam pasal 363 
KUHP tersebut merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana 
dalam Pasal 363 KUHP tersebut tindak pidana pokoknya adalah 
tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang oleh karena ada unsur 
pemberatnya, sehingga ancaman pidananya diperberat. 
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B. Bantuan Hukum 
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 
Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak 
zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan 
pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang 
mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan 
dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya 
Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari 
kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan 
pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan 
kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad 
ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan 
memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.10 
Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution 
(lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. 
Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau 
diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 
1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah 
hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja 
tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri 
Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan 
tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement 
of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), yang lazim 
                                                          
10 Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi. CV. 
Mandar Maju: Bandung. Hal. 11. 
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disingkat dengan R.O.11 Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk 
pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan 
bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia 
sekitar pada waktu-waktu tersebut.12 Pada masa itu, penduduk 
Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) 
Indische Staatsregeling (IS), antara lain:  
1. Golongan Eropa.  
Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang 
yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak 
sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.  
2. Golongan Timur Asing.  
Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang 
bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.  
3. Golongan Bumiputera.  
Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli 
(pribumi).13 
Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa 
itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu 
dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti 
bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua 
bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih 
                                                          
11Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Cendana Press: Jakarta.Hal. 40. 
12 Frans Hendra Winata. 2000. Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.  
PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal. 2. 
13 Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, pada tanggal 4 Oktober 2015 
pukul 10:54 wita. 
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rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-
perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di 
Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) 
sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa 
dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas 
Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk 
tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, 
hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang 
dipersamakan, yang meliputi Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan 
Landraad. 
Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing 
sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara 
perdata. Peradilan Eropa berlaku Reglement op de Rechtsvordering 
(Rv) untuk acara perdatanya dan Reglement op de Strafvoerdering (Sv) 
untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku 
Herziene Inlandsch Reglement (HIR), baik untuk acara perdata maupun 
acara pidananya. 
Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan 
terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab 
undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang 
Eropa dikenal kewajiban legal representation by a lawyer (verplichte 
procureur stelling), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. 
Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka 
telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum 
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mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk 
golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir 
miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan 
hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan 
terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang 
menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela 
lain yang bersedia.14 Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui 
bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan 
bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal 
dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan 
semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.15 
Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat 
Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar meester in de 
rechten dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan 
pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran 
apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan 
memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan 
pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang 
ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda 
seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada 
tahun 1924, Belanda mendirikan Reschtschoogeschool di Batavia yang 
kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
                                                          
14 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan., Op. 
cit., Hal. 21. 
15 Frans Hendra Winata. 2000. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal. 3. 
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Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro 
Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.16 Di 
antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama 
bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang 
pada sekitar tahun 1923.17 Para advokat Bumiputera tersebut, baik 
yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, 
merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia 
walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai 
bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah. Menurut 
Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian 
bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat 
komersiil, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia 
yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, 
hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan 
hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.18 Pada masa 
penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari 
pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi 
pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan 
proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa 
sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan 
kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan 
                                                          
16 Ibid, Hal. 9. 
17 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., Hal. 12. 
18 Abdurrahman, Op. cit., Hal. 43. 
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Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak 
berubah.19 
Dalam bukunya Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia, 
Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai 
berikut:  
“Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada 
tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu 
saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti 
konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. 
Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan 
sehingga hanya ada 1 (satu) sistem peradilan untuk seluruh 
penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 
Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi 
seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai 
warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial 
adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, 
yaitu peradilannya bukan Raad van Justitie melainkan Landraad. 
Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR.  
“Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan 
hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang 
Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang 
berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku 
sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan 
peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa 
Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan 
mengenai bantuan hukum.”20 
Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya 
kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan 
hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa 
bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.21 Adnan 
Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan 
alasannya sebagai berikut:  
                                                          
19 Bambang Sunggono dan Aries Harianto.Op.cit., hlm. 14. 
20 Abdurrahman, Op. cit., Hal.44. 
21 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Loc. cit. 
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“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri 
dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim 
berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam 
praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang 
dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi 
kebebasan dan impartiality sehingga dengan sendirinya wibawa 
pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan 
hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat 
gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi 
advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka 
meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika 
ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula 
banyak advokat meninggalkan profesinya. 
“Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai 
puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 
1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang 
bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum 
atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur 
esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para 
advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada 
artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit 
bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.22  
Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat 
dimulainya era Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, 
sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto 
dalam buku Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menulis sebagai 
berikut:  
“… Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul 
jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama 
tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali 
kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di 
samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-
usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, 
juga kebebasan mimbar pada universitas. Independensi pengadilan 
mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”  
Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan 
                                                          
22 Abdurrahman, Op. cit., Hal. 46. 
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Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 
1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur 
tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam 
segala urusan pengadilan.23 
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 
untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak 
atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, 
terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara 
berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa 
seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan 
meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan 
atau penahanan.24 
Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah 
suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum 
sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum 
(Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, 
seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang 
melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada 
rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan 
klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya 
yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu 
lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. 
Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh 
                                                          
23 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., hlm. 15. 
24 Abdurrahman, Op. cit., hlm. 48. 
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Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 
pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas 
Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian 
pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi 
Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan 
Bantuan Hukum (LKBH). Kemudian pada tahun 1967, Biro Konsultasi 
Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.25 
Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan 
suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, pada awalnya 
perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu 
wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 
1959-1960 dimana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah 
berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi 
advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, 
perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah 
lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. 
Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi 
advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI 
(Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta 
dimana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai 
peserta kongres. Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar 
Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh 
advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi 
                                                          
25 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., Hal. 16. 
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advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat 
Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang 
bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres 
nasional para advokat Indonesia.  
Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah 
Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para 
pengurus PAI untukikut berperan serta dalam penyusunan rancangan 
undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan 
pelaksanaan peradilan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 
1964 diselenggarakan Kongres I / Musyawarah Advokat yang 
berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-
perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 
Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia 
(PERADIN).26 
Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga 
Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di 
bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution,27 yang dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 
001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 
1970.28 Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama 
                                                          
26 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Op. 
cit., Hal. 26 . 
27 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Loc. cit. 
28 Abdurrahman, Op. cit., Hal. 50. 
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menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).29 
Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH 
di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga 
Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di 
samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan 
utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala 
sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan 
Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.  
Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa 
karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang 
penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan 
keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada 
masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada 
penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di 
pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi). 
Memasuki tahun 1974-1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan-
keterbatasan, baik yang sifatnya intern maupun ekstern, misalnya 
keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum 
yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu 
mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif kegiatan bantuan 
hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Di 
sinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan 
diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan 
                                                          
29 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Op. cit. 
Hal. 50. 
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hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus 
penerangan dan penataran hukum (non-litigasi).30 
Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan 
berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak 
bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan 
berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya 
independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu 
organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan 
dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.31 Pada tahun 1979 
terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat 
dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta 
hukum.32 
Pada masa ini, terjadi perpecahan dalam tubuh PERADIN sehingga 
banyak bermunculan organisasi advokat yang baru, seperti misalnya 
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 
Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan 
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan 
Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah 
Indonesia (APSI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (4) 
perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat 
single bar association (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun 
                                                          
30 T. Mulya lubis. 1986. Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural. LP3ES: Jakarta. Hal. 71 
31 Abdurrahman, Op. cit., Hal. 52. 
32 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Loc. cit. 
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setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah 
tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI 
inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi 
advokat Indonesia.  
Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk 
membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur 
mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang 
bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara 
khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat.  
Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya 
undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan 
hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan 
amanat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan 
setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di 
Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya 
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disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada 
masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.33 
Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai 
bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan 
lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di 
Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang 
tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga 
lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak 
masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka 
hukum. 
2. Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum 
Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan 
sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam 
bidang hukum.34 Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga 
aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan 
hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar 
aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-
aturan itu dihayati.35 Pengertian bantuan hukum yang lingkup 
kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan 
Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan 
hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada 
                                                          
33 Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
34 Bambang Sunggono & Aries Susanto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Loc.cit., Hal. 7 . 
35 Ibid, Hal. 7 
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golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun 
kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. 
Lingkup kegiatannya meliputi:pembelaan, perwakilan baik di luar 
maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran 
gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium 
Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian 
bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang 
pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan 
di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan 
jasa.36 
Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi: 
“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan 
Hukum”. 
Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, 
yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang 
menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata 
usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud 
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, 
dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 
Penerima Bantuan Hukum. 
Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga 
disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu 
                                                          
36 BKPH Lampung. 1977. Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan 
Pembangunan.  Alumni: Bandung. Hal. 176. 
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sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk 
jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka 
pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum 
tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan 
lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar 
pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan 
Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, 
bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan 
internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan 
bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan 
hukum dan lain sebagainya.37 
Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak 
sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang 
menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh 
seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu 
perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan 
pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka 
pengadilan.38 
Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah 
“bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid”, 
“legal assistance” dan “legal service” yang dalam praktek keduanya 
mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.Pengertian 
bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:  
                                                          
37 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Ibid Hal. 9. 
38 Ibid 
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1. Legal aid  
Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana 
bantuan hukum ditunjukan bagi mereka yang kurang keuangannya 
dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari 
pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu 
mereka yang tidakmampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi 
Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang 
yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :  
(1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;  
(2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang 
tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;  
(3) Degan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah 
menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak 
asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum. 
2. Legal assistance  
Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari 
bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih 
memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, 
sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance 
dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa 
terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan 
bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, 
tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara 
orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin 
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yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang 
kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang 
biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari 
masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak 
mampu.Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid 
sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.39 
3. Legal Service  
Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”. 
Pada umumnya kebanyakan lebih cendrung memberi pengertian 
yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service 
dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal 
assistance.  
Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah 
pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian legal service, bantuan 
hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan 
oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat 
dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di 
dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh 
nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena 
sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.  
Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil 
untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak 
akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat 
                                                          
39 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika: Jakarta. 
Hal. 334 . 
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penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai 
individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada 
konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan 
sebagai berikut :  
a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang 
operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan 
diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara 
rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya 
yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.  
b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota 
masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum 
itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati 
setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat 
tanpa membedakan yang kaya dan miskin.  
c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada 
yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam 
operasionalnya, lebih cendrung untuk menyelesaikan setiap 
persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.40 
Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah 
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan 
ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai 
berikut:  
                                                          
40 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.Cit. Hal 10 
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a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang 
membutuhkannya;  
b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina 
kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;  
c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan 
hukum di segala bidang.  
Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan 
aspek-aspek seperti berikut:  
1. Aspek Kemanusiaan  
Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk 
meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh 
masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, 
ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan 
proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan 
untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.  
2. Peningkatan Kesadaran Hukum  
Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program 
bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum 
masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, 
apresiasi masyarakat terdapathukum akan tampil melalui sikap dan 
perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.41 
 
 
                                                          
41 Adnan Buyung Nasution. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia. LP3ES; Jakarta. Hal. 6-7 
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3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum 
Dalam artikel yang berjudul Legal Aid – Modern Themes and 
Variations, Cappelleti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan 
hukum berikut ini:42 
1. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan 
hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan individual;  
2. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak 
akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka 
perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state.  
Konsep tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh 
Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan 5 (lima) jenis 
bantuan hukum, antara lain:  
1. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti 
hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;  
2. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum 
atau dikenal dengan konsultasi hukum.  
3. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif 
masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat;  
4. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing 
yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;  
                                                          
42 Mulyana W. Kusumah, “Arti Penting Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan 
Mulyana W. Kusumah, hlm. 59.  
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5. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan 
pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk 
undang-undang (dalam arti materiil).43 
Kedua jenis konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai 
kebutuhan dan tujuan masyarakat. 
C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
1. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 
perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. 
Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan 
pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan 
kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. 
Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang 
bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan 
yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan 
perundang-undangan lain.  
a. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan  
Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa 
peraturan perundang-undangan:  
1). Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan 
dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang 
yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan 
                                                          
43 Ibid.   
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perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian 
anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif 
terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 
membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya 
anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian 
anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, 
dalam pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila 
anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.  
2). Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan 
Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan: 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”.  
3). Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Pasal 1 UU Pelindungan Anak menyebutkan: 
”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan 
ibunya”.  
4). Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak.  
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Undang-Undang Kesejahteraaan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) 
menyebutkan: 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi seseorang 
dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah melakukan permenikahan”.  
5). Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.  
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak 
menyebutkan: 
“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.  
Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang 
telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya 
tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah 
melakukan permenikahan”. 
6) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA menyebutkan: 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah “berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. 
Bedasarkan pengertian mengenai anak dalam berbagai undang-
undang tersebut, terkait dengan batasan umur anak maka dapat 
disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, namun bagi anak nakal atau 
anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah 
berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan 
belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. 
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b. Pengertian Anak Secara Sosiologis  
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 
diartikan dengan anak-anak atau Juvenile adalah seorang yang masih 
dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. 
Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan 
pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam 
masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, 
walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan 
dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada 
batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam 
pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia 
secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat 
mendukung penampilan.  
Dikemukakan oleh Soepomo (2013:1) bahwa tidak ada batas umur 
yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat 
dari ciri-ciri yang nyata. Contohnya anak yang belum dewasa, di Jawa 
Barat disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat yaitu anak 
yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri 
sendiri yang sungguh masih kanak-kanak. Belum ada petunjuk bahwa 
hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana 
seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja), 
sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya 
sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang 
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sudah dapat bekerja atau belum dan ikut serta dalam kehidupan hukum 
dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.  
c. Pengertian Anak Secara Psikologis  
Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami 
fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai 
dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, 
disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari 
pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-
fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, 
memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk 
menetukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai 
macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari 
perkembangan pertumbuhan jiwa.  
Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai 
seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak 
terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena 
dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir 
seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, 
melainkan baru menginjak remaja.44 
Mengenai batasan umur anak, terhadap anak yang berkonflik 
dengan hukum adalah pengertian anak menurut UU No.11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berkonflik 
dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 
                                                          
44 Soepomo dalam, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia 
dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapanny.Graha Ilmu: Yogyakarta. 
Hal.1.   
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berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari aspek 
perkembangan psikologis, menurut Kartini Kartono bahwa seseorang 
baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 
13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, 
sedangkan unsur intelektual dan akal budi jadi semakin menonjol, minat 
yang obyektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia 
juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai 
oleh dorongan-dorongan endogin dalam perbuatan dan pikirannya akan 
tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar.45 
2. Pengertian dan Penggolongan Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum (ABH) 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA menyebutkan 
bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 
anak yang menjadi saksi tindak pidana.”  
Selanjutnya, anak yang berhadadapan dengan hukum terdiri dari :46 
1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. 
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
                                                          
45 Dr. Kartini Kartono. 2013. Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2. Raja Grafindo Persada; Jakarta. 
Hal. 21.  
46 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,dan/atau 
dialaminya sendiri. 
Istilah delinkuen (anak yang berkonflik dengan hukum) berasal dari 
delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, 
kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau delinquency 
dijumpai bergandengan dengan kata juvenile, dikarenakan delinquency 
erat kaitannya dengan anak, sedangkan deliquent act diartikan 
perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan 
tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut 
delinquency. Jadi, delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap 
aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya 
hukum negara saja. Pengertian delinquency menurut Simanjuntak, 
yaitu:47 
1. Juvenile deliquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang 
merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan 
oleh para deliquent.  
                                                          
47Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Cetakan 2. Alumni: Bandung, Hal. 60.    
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2. Juvenile deliquency adalah pelaku yang terdiri dari anak 
(berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi 
pengadilan anak/juvenile court.  
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan hukum, yaitu:48 
1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 
seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;  
2. Juvenile Deliquency adalah perilaku jahat (dursila) atau 
kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit 
(patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 
disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 
itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 
Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya 
anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan 
psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku 
yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum 
dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang 
ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku 
belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. 
                                                          
48 M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika; Jakarta. Hal. 33 
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Selanjutnya, anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan 
istilah viktima. Pengertian ini baru popular di Indonesia sejak tahun 
1960, yaitu dengan adanya perbaikan penambahan pada pasal-pasal 
KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1960. Kemudian ruang 
lingkup viktima dikembangkan menjadi spesies dari bidang kriminologi 
yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan 
victimology (bahasa Inggris) yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-
beluk dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural.49 
Wawasan lain dari pengertian viktima dikemukakan oleh Agung 
Wahyono, S.H dan Ny.Siti Rahayu, S.H, menyebutkan bahwa 
pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) hanya bertolak dari 
pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan 
hubungan antara korban, pelaku, sistem serta stuktur ( a relation 
criminology). Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik 
rohani atau jasmani akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga 
karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa 
tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang 
yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat.50 
Anak sebagai saksi mempunya hak untuk:51 
1. Hak Memperoleh Rehabilitasi 
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi 
                                                          
49 Maulana Hasan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. 
PT.Gramedia;Jakarta. Hal.88 
50 Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. Tinjauan tentang Peradilan Anak. Sinar Grafika, hal.105 
51 Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak 
Berhadapan Dengan Hukum (ABH). 2014. diakses melalui 
http://binsos.jatengprov.go.id/dialoganak1/kumham.pdf pada 04 Oktober,  pukul 16.30 wita 
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3. Hak Dirahasiakan Identitas 
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup 
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial 
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan 
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di 
Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh 
Via Audiovisual 
8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan  
3.  Penyebab Delinkuensi Anak (Anak melakukan Tindak Pidana) 
 Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling 
mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:52 
1. Teori Biologis  
Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-
faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat 
jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa 
sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga 
disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa 
memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi 
delikuen secara potensial.  
2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)  
Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-
anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen 
itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi 
                                                          
52 Dr. Kartini Kartono, op cit. Hal.25 
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mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban 
tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. 
Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan 
temperamen, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditunjukkan 
dengan cara yang salah.  
3. Teori Sosiogenis  
Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak 
adalah murnisosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya 
disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan 
kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis 
yang keliru. 
4. Teori Subkultural Delikuensi  
Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile deliquency yaitu sifat 
struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari 
lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak 
delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi 
padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik 
perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial 
dan sosial bertingkat tinggi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-
empirik. Penelitian normatif, yaitu yang berlandaskan pada undang-
undang dan yurisprudensi serta penelitian empirik yaitu berdasarkan fakta 
yang diperoleh di lapangan. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 
Indonesia untuk Keadilan (APIK) Makassar, Lembaga Bantuan Hukum 
Pemberdayaan Perempuan Indonesia (P2I), Lembaga Bantuan Hukum 
Universitas Hasanuddin sebagai lembaga  yang berwenang penuh dalam 
mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum, sesuai yang akan diteliti oleh penulis. 
Pemilihan kota Makassar didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah 
ini merupakan pusat ibu kota, dan Makassar sebagai salah satu kota 
besar kawasan timur Indonesia tentunya memiliki masalah yang 
kompleks, termasuk tingkat kejahatan yang salah satunya adalah anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa :  
1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian yaitu, di Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Lembaga 
Bantuan Hukum APIK Makassar, Lembaga Bantuan Hukum P2I 
dan Lembaga Bantuan Hukum Unhas. Sumber data primer ini 
adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap 
telah menegetahui atau menguasai permasalahan yang akan 
dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi 
penelitian.  
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan 
perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para 
ahli. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-
pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam 
hal ini pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Lembaga 
Bantuan Hukum APIK Makassar, Lembaga Bantuan Hukum P2I, 
dan Lembaga Bantuan Hukum Unhas. 
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b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan 
mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar, Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
Lembaga Bantuan Hukum P2I, dan Lembaga Bantuan Hukum 
Unhas. 
  
 E. Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara 
kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh 
dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan 
pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi 
penelitian. Kemudian dianalisis secara kuantitatif, melalui pendekatan 
normatif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum 
 Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), menyatakan bahwa:  
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat 
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, 
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 
Menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut, ditentukan bahwa 
tersangka atau terdakwa baik itu orang dewasa ataupun anak, berhak 
memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum 
dalam setiap tingkat pemeriksaan guna untuk dibela. Kemudian pasal 
tersebut dijabarkan pula ke dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
berbunyi: 
“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 
Sehingga, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum (Anak Nakal), Anak Korban, maupun Anak 
Saksi, Wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi 
bantuan hukum atau penasehat hukum. 
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 Lembaga Bantuan hukum itu sendiri dalam pengabdiannya kepada 
masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut: 
1. Public service  
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana 
sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu 
(onvermogen) atau kurang mampu (mindervermogen) untuk 
menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH 
memberikan jasanya dengan cuma-cuma.  
2. Social education  
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana 
LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta 
metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-
penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat 
agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut 
hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan 
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.  
3. Perbaikan tertib hukum  
Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana 
peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di 
bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan 
khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan 
Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol 
dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki 
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kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan 
penguasa yang merugikan masyarakat.  
4. Pembaharuan hukum.  
Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu 
diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum 
masyarakat, bahkan seirngkali menghambat atau bertentangan 
dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat mempelopori usul-usuk 
perubahan undang-undang (law reform) ke arah pembaharuan 
hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
5. Practical training.  
LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi 
Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan 
praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan 
dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang 
dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. 
Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga 
idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan 
pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun 
sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk 
perkembangan dan kemajuan LBH.53 
Guna melaksankan fungsi dan peranannya tersebut, LBH 
melakukan upaya-upaya sebagai berikut:  
                                                          
53 Abdurrahman, Op.cit., Hal.241 
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a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau 
pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa 
advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;  
b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku 
dan brosur, dan lain sebagainya;  
c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-
badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;  
d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi 
para mahasiswa Fakultas Hukum.  
Sedangkan Fungsi LBH terhadap penangan Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum, yaitu: 
1. Memberikan pendampingan secara Psikologis terhadap Anak. 
2. Mendorong Masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum dengan membuat layanan 
komunitas Anak, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana ringan. 
3. Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan 
perempuan dan anak. 
4. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak. 
Dan ada pun peranan LBH dalam penanganan Anak yang 
berhadapan dengan Hukum, yaitu: 
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1. Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), 
bentuk pendampingannya: 
a). Melakukan pendampingan  dalam setiap tingkat 
pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap 
pemeriksaan di pengadilan; 
b). Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan 
c). Memberikan pembelaan di persidangan 
2. Terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk 
pendampingannya: 
a). Melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor 
ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri; 
b). Pendampingan secara psikologis; 
c). Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan; 
dan 
d). Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan. 
3. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk 
pendampingannya: 
a). Melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke 
Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar 
dan/atau dialaminya sendiri; 
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b). Pendampingan secara psikologis; 
c). Melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di 
pengadilan; dan 
d). Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan. 
Perspektif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada dasarnya 
bukan seorang pelaku, melainkan korban. Korban dari keadaaan atau 
lingkungan anak tersebut tumbuh. Misalnya, seorang anak mengkonsumsi 
narkotika atau obat-obatan terlarang anak tersebut merupakan korban, 
korban dari lingkungan rumahnya atau lingkungan bermainnya yang 
memaksanya atau mengajarkannya untuk ikut mengkonsumsi obat-obatan 
tersebut. Contoh lainnya, seorang anak yang melakukan tindak pelecehan 
seksual terhadap teman sebayanya. Maka anak tersebut bisa saja 
merupakan korban dari pornografi yang marak di berbagai media, anak 
tersebut mencontoh apa yang dia lihat tanpa mengerti benar atau salah 
tindakan yang dilakukan terhadap temannya. Oleh karenanya, Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum patutlah dilindungi dan mendapatkan 
keadilan hukum sehingga pidana atau pemidanaan merupakan langkah 
terakhir atau pilihan terakhir bagi Anak Nakal, mengingat masa depan dan 
tumbuh kembang anak.  
Dampak Psikologis Anak terhadap Hukuman Pidana 
ABH tentu akan merasakan dampak yang tidak menyenangkan 
dalam hidupnya. Anak yang melakukan tindak kriminal dan terpaksa harus 
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dihukum dalam penjara akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 
yang tidak ideal dan secara tidak langsung akan membentuk kepribadian 
anak. Misalnya saja, seorang anak yang terpaksa harus dibina karena 
kesalahan kecil seperti mencuri sendal dan harus ditempatkan pada satu 
tempat yang sama dengan anak lain yang melakukan kesalahan cukup 
besar seperti penganiayaan atau pembunuhan maka akan terjadi 
pencampuran antara anak yang melakukan tindak kejahatan ringan 
dengan anak yang melakukan tindak kejahatan berat. Akibat yang 
mungkin timbul adalah terjadinya proses pembelajaran kejahatan, anak 
yang tadinya hanya melakukan pencurian sendal tapi akibat bergaul 
dengan anak yang melakukan tindak penganiayaan maka anak yang 
mulanya hanya mencuri sendal dapat berubah menjadi lebih agresif dan 
melakukan tindak kejahatan lain yang lebih berat. Belum lagi dampak 
yang dialami jika seorang anak ditempatkan satu sel atau blok dengan 
tahanan dewasa. Anak secara langsung atau tidak langsung akan 
terpengaruh dengan tahanan dewasa atau anak akan menjadi bulan-
bulanan para tahanan dewasa yang satu sel atau satu blok dengannya. 
Dampak lain yang mungkin timbul karena hukuman kurungan adalah 
berkurangnya rasa percaya diri anak. Hal ini juga disebabkan karena 
adanya stigma dari masyarakat mengenai anak mantan binaan sehingga 
anak tersebut akan mengalami ketidakpercayaan diri. Maka dari itu 
diperlukan juga peran masyarakat untuk mendukung anak tersebut agar 
dapat bermasyarakat kembali setelah masa binaan atau lebih baik lagi, 
masyarakat dapat mendukung sistem peradilan yang lebih mengutamakan 
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penyelesaian masalah dengan musyawarah daripada menggunakan 
pengadilan formal dan hukuman pada anak, sehingga tidak ada lagi anak 
yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. 
Tidak hanya Anak Nakal, Anak Korban dan Anak saksi pun akan 
mengalami dampak psikologis, anak yang menjadi korban pelecehan 
seksual yang sedang marak terjadi di Indonesia dan terlebih lagi 
kebanyakan yang melakukan adalah oknum guru mereka sendiri. Anak 
yang menjadi korban tersebut akan menjadi trauma dengan keadaan yang 
telah dialaminya, sehingga anak tidak mudah lagi untuk bergaul dengan 
teman sebayanya diakibatkan adanya rasa malu ataupun ketakutan. 
Dengan demikian, perlunya ada pendampingan khusus terhadap 
ABH, untuk menjamin psikologi anak tidak terganggu. Lembaga bantuan 
hukum yang seyogyanya mendampingi ABH baik di luar maupun di dalam 
persidangan, juga berperan dalam pendampingan psikologis ABH. 
Dampak Pendidikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Banyak kerugian yang akan dialami oleh anak yang berhadapan 
dengan hukum, salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Anak yang 
berhadapan dengan hukum tentunya akan kehilangan banyak waktu yang 
seharusnya dapat digunakan untuk belajar atau bersekolah karena anak 
akan banyak menghabiskan waktunya dalam Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA). Terlebih lagi, fasilitas pendidikan pada LPKA di 
Indonesia masih jauh dari kategori baik. Untuk sekolah terbuka tingkat SD 
saja tidak seluruh LPKA memiliki, sedangkan sekolah terbuka tingkat SMP 
dan SMK baru ada di LPKA Bandung-Jawa Barat (Sumber: sindonews). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang menjalani 
masa tumbuh kembangnya di lembaga pemasyarakatan akan kehilangan 
kesempatan untuk belajar secara formal. Penahanan anak pada lembaga 
pemasyarakatan di Indonesia telah menciptakan efek domino bagi 
kehidupan sang anak. Berbagai hal yang menjadi hak anak akan 
berkurang bahkan hilang. Masa depan anak yang ditahan di penjara juga 
akan terancam sebagaimana dampak-dampak yang timbul pada 
psikologis dan pendidikan sang anak. Tekanan yang mungkin dirasakan 
anak pada seluruh proses peradilan sampai penahanan ditambah dengan 
fasilitas pendidikan yang belum dapat dikatakan baik semakin 
memperkecil kesempatan sang anak untuk memiliki masa dapan yang 
cerah. 
Untuk itu dalam hal peradilan pada anak, perlu adanya sistem yang 
terintegrasi dan saling mendukung demi menjaga masa depan sang anak. 
Sistem yang tidak melanggar hak anak namun di lain sisi juga 
memberikan jalan keluar pada masalah yang dihadapi anak. Tidak hanya 
sistem yang baik namun juga harus ada dukungan dari berbagai pihak, 
bersatu demi menentukan kepentingan terbaik bagi anak.  
 
B. Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Berbicara mengenai efektivitas, maka tidak terlepas dari peraturan 
atau hukum itu sendiri. Bagaimana efektivitas hukum sehingga tercipta 
kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Akan tetapi, ketika kita 
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ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, pertama-tama 
harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar 
target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan hukum yang 
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan 
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan 
lebih jauh derajat efektivitasnya. 
Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung 
pada kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-macam, 
diantaranya  yang bersifat compliance, identification, internalization, dan 
masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatannya sebagian besar 
warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena 
kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka 
derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan 
yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan 
kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, 
maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.54 
Begitu pula dengan mengukur efektivitas peranan lembaga bantuan 
hukum, jika para penegak hukum dan masyarakat menaati peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai pentingnya 
pendampingan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dalam 
mengawal dan menangani ABH, maka selain efektivitas hukum berjalan 
                                                          
54 Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), 
Vol.1. Pemahaman Awal. Kencana;Jakarta. Hal.375 
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dengan baik, efektivitas peranan lembaga bantuan hukum juga akan baik 
sehingga hak dan perlindungan terhadap ABH akan terpenuhi. 
Dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa Lembaga Bantuan 
Hukum yang terdapat di Kota Makassar, antara lain Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 
Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum 
Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2I) dan Lembaga Bantuan 
Hukum Universitas Hasanuddin. Ditemukan data sebagai berikut: 
1. Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
LBH Makassar hadir dalam upaya memperjuangkan jaminan dan 
perlindungan atas hak-hak masyarakat marjinal/ miskin serta penegakan 
hukum yang berkeadilan secara khusus di Sulawesi Selatan. Dalam 
penanganan kasus, LBH Makassar terdiri dari beberapa divisi, antara lain 
1). Divisi Hak Sipil Politik (SIPOL)  
a. Bidang Pemberantasan Korupsi & Reformasi Peradilan  
b. Bidang Hak Anak dan Perempuan 
c. Bidang Hak Politik & Anti Kekerasan 
2). Divisi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB)  
a. Bidang Hak Tanah dan Lingkungan  
b. Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota. 
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Tabel 1 
Jumlah Pendampingan LBH Makassar  
terhadap Perempuan dan ABH  
Tahun 2011-2015 
 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
15 kasus - 11 kasus 21 kasus 12 kasus 
    Sumber: LBH Makassar (diolah 4 Januari 2015) 
 
Dari Tabel diatas, pada Tahun 2011 LBH Makassar melakukan 
pendampingan terhadap kasus anak dan perempuan sebanyak 15 kasus 
yang diantaranya terkait kasus Kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh 
Panti Asuhan kepada 35 anak panti berupa penganiayaan dan penyiksaan 
serta tidak diberikan hak-haknya selaku anak panti. Demikian juga dengan 
pengabaian hak-hak anak dalam Tahanan yang dilakukan oleh anggota 
polisi terhadap anak yang berumur 17 tahun  yang diduga melakukan 
penganiayaan  dimana dalam melakukan penahanan penyidik tidak 
mengaju pada ketentuan khusus yakni UU No 3 Tahun 1997. 
Beberapa persoalan tentang perempuan tetap mengemuka di 
Tahun 2011, seperti belum maskimalnya perhatian dan belum efektifnya 
prosedur yang mengatur perlindungan perempuan yang telah menjadi 
korban tindak kekerasan mendapatkan hak-haknya. Kalaupun kemudian 
perempuan berhadapan atau mengalami proses hukum, aparat kurang 
tegas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
perempuan dari tindak pidana kekerasan. Selain itu tentunya prefektif  
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para aparat tentang gender masih rendah. Sehingga tidak mengherankan 
kemudian jika dalam penegakan hukum perempuan masih mengalami 
kriminalisasi dan dobel victime sebagai korban dalam proses hukum mulai 
di tingkatan kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Belum lagi soal 
minimnya sarana pendukung seperti tempat pemulihan untuk  korban 
kekerasan, pelecehan dan lain lain-lain, sehingga pemulihannya masih 
menggunakan cara manual( pendekatan keluarga saja. Dalam aras 
masyarakat perempuan masih berhadapan kendala budaya dimana 
masyarakat yang masih mengedepankan politik identitas. Perempuan 
kerap menjadi korban dalam sistem sosial yang berlaku dimasyarakat. 
Mengaju pada beberapa data kasus perempuan LBH Makassar 
2011 menunjukkan masih seringnya kekerasan terhadap perempuan 
terjadi pada ranah privat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
seperti kekerasan dan penelantaran. Begitu pula dengan kasus kekerasan 
berbasis gender yakni pertanggungjawaban nikah yang salah satunya 
dilakukan oleh oknum TNI. Kasus KDRT seperti yang dialami korban 
menunjukkan bagaimana perempuan terus mengalami kekerasan dalam 
bentuk penganiayaan dan kekerasan seksual serta penelantaran. 
Demikian juga halnya kasus yang dialami oleh perempuan yang sangat 
lemah dalam mendapatkan hak dan kepentingannya atas perlakuan 
oknum TNI. Korban yang seharusnya mendapatkan keadilan (gender) 
yakni mendapatkan perlakuan dan pertanggungjawaban dari pelaku. 
Berbeda di Tahun 2011, Tahun 2012 LBH Makassar tidak 
mendampingi kasus ABH dan Perempuan, di Tahun 2012 LBH Makassar 
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menangani kasus, antara lain Mandeknya Penegakan Hukum Kasus 
Korupsi, Hiba yang Menui Kecaman, Marjinalisasi Petani dan Miskin Kota 
yang Tiada Henti, PHK dan Intimidasi. 
Sedangkan di Tahun 2013, LBH Makassar melakukan 
pendampingan terhadap kasus ABH dan perempuan sebanyak 11 kasus 
yang diantaranya kebanyakan adalah kekerasan terhadap anak dan 
perempuan, banyak faktor yang menyebabkan kenapa kekerasan anak 
dan perempuan meningkat, seperti : anak broken home, perhatian 
keluarga tidak memadai, lingkungan sekitar tidak mendidik, 
pemerintah/kepolisian tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban, 
dan masyarakat tidak peduli akan sifat saling kekeluargaan.  
Di Tahun 2014 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tepatnya pada bulan 
Juli, pendampingan LBH Makassar terhadap kasus ABH dan Perempuan 
semakin meningkat yaitu sebanyak 21 kasus yang diantaranya: 
 9 kasus KDRT 
 2 kasus kekerasan dalam pacaran 
 1 kasus kekerasan 
 5 kasus kekerasan fisik terhadap anak 
 1 kasus diskriminasi di tempat pendidikan 
 2 kasus pelecehan seksual 
 1 kasus mempekerjakan anak menjadi kurir sabu-sabu. 
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Pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di LBH 
Makassar mengalai peningkatan. Untuk  Kasus Kekerasan terhadap 
Perempuan berdasarkan pengaduan dan jenis kasus yang diterima lebih 
banyak didominasi Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga, sedangkan 
untuk kasus kekerasan terhadap Anak lebih banyak kasus kekerasan 
Fisik, hanya ada 2 kasus kekerasan seksual yang diterima oleh LBH 
sepanjang Tahun 2014, meskipun secara umum kasus-kasus kekerasan 
seksual di Sulsel mengalami peningkatan jumlah namun untuk jumlah 
pengaduan yang diterima oleh LBH Makassar masih sangat kurang. 
Sementara untuk kasus-kasus KDRT kebanyakan alasan 
perempuan melakukan pengaduan di LBH disebabkan adanya kekerasan 
fisik yang dialami dalam rumah tangga sehingga perempuan memilih 
untuk memutuskan hubungan Perkawinan karena sudah tidak tahan 
dalam rumah tangga karena adanya kekerasan fisik yang dialami secara 
berulang, selain kekerasan Fisik juga disebabkan adanya  Penelantaran 
suami terhadap istri dengan tidak memberikan nafkah hidup selama 
bebulan-bulan.  
Sementara untuk kasus kekerasan fisik terhadap Anak, 
berdasarkan pengaduan yang masuk di  LBH Makassar kebanyakan 
terjadi di lingkungan sekolah dan  pelaku kekerasan tidak lain adalah 
gurunya sendiri, lingkungan sekolah yang dianggap sebagai tempat yang 
aman untuk anak justru dilingkungan sekolah Anak sering mengalami 
kekerasan dan lebih memprihatinkan kekerasan seksual banyak terjadi 
dilingkungan sekolah. 
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Di Tahun 2015, LBH Makassar menerima 5 Pengaduan kasus 
kekerasan terhadap Anak, 3 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4 
Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), data pengaduan tersebut 
bila dibandingkan dengan jumlah Pengaduan pada Tahun 2014 terjadi 
penurunan jumlah Pengaduan kasus dimana pada Tahun 2014 LBH 
Makassar menerima 12 Pengaduan Kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan 9 Pengaduan Kasus kekerasan terhadap Anak. 
Namun demikian, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak 
di Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi dimana berdasarkan catatan 
Pusat Pelayanan Terpadu Perlinduangan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Propinsi Sulawesi Selatan dari medio Januari sampai Mei 2015 telah 
menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
sebanyak 173 Kasus.55 
Sementara Komnas Perlindungan Anak mencatat pada Tahun 
2015 kasus kekerasan terhadap Anak mengalami peningkatan jumlah 
pengaduan sebanyak 2.898 pengaduan dimana hampir 59,3% didominasi 
kekerasan seksual sisanya 40,7% terdiri dari kekerasan fisik, 
Penelantaran, penganiayaan, perdagangan Anak, hingga penculikan. Dari 
jumlah kekerasan tersebut diatas 62% terjadi di lingkungan terdekat 
seperti keluarga dan sekolah.56 
Perbandingan data dari Komnas Anak dan P2TP2A Propinsi Sulsel 
menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 
Sulsel masih tergolong tinggai, Penurunan Jumlah pengaduan Kasus 
                                                          
55 Data Periode Januari s/d Mei 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Hj. Andi Murlina, www.sulselprov.go.id   
56 Catatan Komnas Perlindungan Anak tahun 2015, warta kota Tirbun News 22 Desember 2015.   
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kekerasan terhadap perempuan dan Anak di LBH-Makassar bukan berarti 
sebagai indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak 
di Kota Makassar juga mengalami penurunan.  
Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 
dan Anak mengalami penigkatan setiap tahun, seperti yang dicatat oleh 
berbagai Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak seperti 
P2TP2A Provinsi Sulsel dan Kanit PPA Polrestabes Makassar , namun 
sayangnya aturan hukum untuk menjerat pelaku yang menjadi acuan 
kepolsian masih sangat lemah, karena aturan yang digunakan Kepolisian 
untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual adalah Kitab Undang 
Undang Pidana (KUHP) yang rumusan pasanya diatur dalam rumpun 
kejahatan kesusilaan sehingga banyak pelaku kekerasan seksual tidak 
bisa dijerat karena dalam KUHP masih banyak celah dari pelaku-pelaku 
kekerasan seksual untuk terbebas dari jeratan hukum, sebab yang diatur 
dalam KUHP ruang lingkupnya masih terbatas pada perkosaan dan 
pencabulan.  
Berdasarkan data Unit PPA Polrestabes Makassar untuk 
penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Makassar januari s/d 
Nopember 2015, sebanyak 20 kasus tidak cukup bukti, 22 kasus 
laporanya dicabut, 42 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan 
Penyidikan dan hanya 7 kasus yang dinyatakan berkasnya lengkap (P21) 
untuk diteruskan ke Pengadilan.57 
 
                                                          
57 Catahu LBH Makassar 2015.www.lbhmakassar.org. 
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2. Lembaga Bantuan Hukum APIK 
 Lembaga Bantuan Hukum APIK merupakan lembaga bantuan 
hukum yang fokus pada penanganan kasus perempuan dan anak 
berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). LBH 
APIK Makassar melakukan pendampingan hukum baik itu anak sebagai 
pelaku maupun anak sebagai korban, jadi tidak ada pengecualian apakah 
anak itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Berkaitan dengan kasus 
anak, LBH APIK merupakan lembaga rujukan paling awal untuk 
pendampingan terhadap kasus anak. LBH APIK juga memiliki jaringan, 
baik itu pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan penanganan 
kasus ABH sehingga beberapa kasus merupakan rujukan dari pada 
lembaga lain. 
 Adapun program LBH APIK Makassar, antara lain: 
 1. Pembentukan sekolah pelopor keadilan. 
 2. Peningkatan kapasitas paralegal 
 3. Perekrutan paralegal baru 
 4. Kampanye 16 hari anti kekerasan seksual 
 5. Diskusi rutin komunitas 
 6. Pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama Makassar 
 7. Mendorong pembentukan undang-undang anti kekerasan 
seksual 
 8. Pembentukan perda aksesbilitas kota Makassar 
 9. FGD lintas institusi terkait penanganan kasus kekerasan seksual 
 10. Pelatihan aparatur penegak hukum se-kota Makassar 
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11. Roadshow media (Koran Fajar, Tribun, Berita Kota Makassar, 
Keker) 
12. Pelatihan jurnalistik berprespektif anak dn perempuan. 
13. Pelatihan aparatur penegak hukum terkait undang-undang 
sistem peradilan pidana anak. 
Sedangkan tahapan pendampingan LBH APIK terhadap ABH, yaitu 
sebelum melakukan pendampingan, LBH APIK memerlukan 
persetujuan dari wali anak, dalam hal ini ABH. Sebab pada tahapan 
pertama pendampingan melakukan penandatanganan surat kuasa 
yang dilakukan oleh wali dari pada anak tersebut kemudian 
dilakukan pendampingan hukum, baik ditahap penyidikan, 
penuntutan hingga persidangan. Tidak hanya pendampingan 
hukum, LBH APIK juga melakukan upaya pemulihan psikologi 
daripada ABH sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses 
konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak apa lagi 
terkhusus bagi anak korban kekerasan seksual. 
Tabel 2 
Jumlah Pendampingan LBH APIK terhadap ABH  
menurut Jenis Kelamin 
Tahun 2011-2015 
 
No. Jenis Kelamin 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Laki-Laki 1 - 1 2 12 
2. Perempuan 1 1 3 5 2 
   Sumber: LBH APIK (diolah 4 Januari 2015) 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya anak 
perempuan yang didampingi, akan tetapi juga melakukan 
pendampingan kepada anak laki-laki. Tabel diatas menunjukkan 
bahwa dari tahun ketahun semakin banyak dilakukan 
pendampingan terhadap anak, khususnya pada anak laki-laki di 
Tahun 2015, yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang anak. 
Sedangkan terhadap anak perempuan di Tahun 2015 menurun, 
yaitu hanya 2 (dua) orang anak saja dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, yaitu 5 (lima) orang anak di Tahun 2014. Dapat 
disimpulkan bahwa setiap tahunnya semakin banyak terjadinya 
peristiwa pidana, yang mana anak bisa saja menjadi pelaku 
ataupun korban. 
Tabel 3 
Jumlah Pendampingan LBH APIK terhadap ABH  
menurut Status dan Jenis Kasus 
Tahun 2014-2015 
 
   Sumber: LBH APIK (diolah 4 Januari 2015) 
No. Tahun 2014 Tahun 2015 
Status Jenis Kasus Status Jenis Kasus 
Pelaku Korban Pelaku Korban 
1.  3 KS 
Pemerkosaan 
3  Narkoba 
2.  3 KTA 
Penganiayaan 
6 2 Kekerasan 
Seksual 
3. 1  Pencurian 2  Sajam 
4.  1  Pencurian 
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 Dari Tabel 3 diatas, dari Tahun 2014 hingga Tahun 2015 
setelah berlakunya Undang-Undang SPPA, LBH APIK lebih banyak 
mendampingi anak sebagai pelaku di Tahun 2015 yaitu sebanyak 
12 (dua belas) orang anak dan tindak pidana yang dilakukan 
kebanyakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. 
Sedangkan pendampingan terhadap anak korban lebih banyak di 
Tahun 2014, yaitu sebanyak 6 (enam) orang anak dan tindak 
pidana yang dilakukan terhadap anak korban adalah pemerkosaan 
dan penganiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, setiap 
tahunnya anak sebagai pelaku semakin meningkat, hal tersebut 
bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian dari 
orangtua serta faktor internal dari anak tersebut seperti gangguan 
emosional. 
3. Lembaga Bantuan Hukum P2I 
 Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 
atau biasa disebut LBH P2I merupakan lembaga yang mengawal isu 
terkait perempuan dan anak, sama halnya dengan LBH APIK. Adapun 
peranan LBH P2I, yaitu:58 
 a. Mendorong masyarakat agar ikut serta dalam penanganan ABH; 
 b. Melakukan promosi atau kampanye tentang perempuan dan 
anak; 
 c. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak;  
                                                          
58 Wawancara dengan Ibrahim Massidenreng, S.H. 4 Desember 2015 
79 
 Namun data mengenai tiap tahunnya pendampingan yang 
dilakukan LBH P2I dalam penanganan ABH, belum dapat diperoleh oleh 
penulis dikarenakan data dari LBH P2I belum dapat diakses. 
4. UPT. Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas 
Banyak Perguruan Tinggi atau Universitas yang ada di Indonesia 
memiliki lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan 
hukum oleh Universitas sebagai lembaga ilmiah pada dasarnya adalah 
dalam rangka perwujudan dari “ilmu yang amaliah dan amal yang 
ilmiah” dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:  
a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal ini 
secara khusus terkait bantuan hukum adalah pendidikan dan 
pengajaran ilmu hukum;  
b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, yang dalam hal 
terkait bantuan hukum adalah penelitian dan pengembangan 
terhadap berbagai masalah hukum; 
 
c. Melaksanakan pengabdian masyarakat, dalam hal pemberian 
bantuan hukum adalah pengabdian dan memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkenaan 
dengan hukum.  
Lembaga Bantuan Hukum Unhas dalam pendampingannya 
memberikan bantuan hukum, kebanyakan mendampingi civitas 
akademika Unhas yang mengalami permasalahan atau berhadapan 
dengan hukum. Dan paling banyak perkara Unhas adalah tuntutan 
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terhadap Rektor Unhas di PTUN, sehingga LBH Unhas yang menjadi 
advokat yang membela Unhas. 
Adapun mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam 
Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: 2011-
2015 di Kota Makassar), terkait yang diteliti oleh penulis, UPT Konsultasi 
dan Bantuan Hukum Unhas baru sekali dalam Tahun 2015 mendampingi 
ABH. Pendampingannya ini terkait Kasus “Pelecehan Seksual oleh Ayah 
Kandung terhadap Anaknya Sendiri”.  Sehingga yang didampingi adalah 
Anak sebagai Korban. Ibu dari anak korban merupakan salah satu 
pegawai fakultas di Unhas baru melaporkan kejadian yang dialami oleh 
anaknya setelah merasakan perubahan terhadap perilaku anaknya. 
Ibunya kemudian menanyakan tentang perubahan sikap dan perilaku 
anaknya dan bahkan memeriksakan anaknya ke dokter. Kemudian 
ditemukanlah bukti bahwa anaknya telah mengalami pelecehan seksual 
dan anaknya menceritakan bahwa Ayahnyalah yang melakukan. 
Sehingga sang Ibu melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib namun 
pada saat itu belum didampingi oleh UPT Konsultasi dan Bantuan Hukum 
Unhas. UPT Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas mendampingi korban 
ketika pada saat persidangan, karena pihak korban yang merasa tertekan 
terhadap persidangan sebelumnya sehingga korban meminta untuk 
didampingi oleh pihak UPT Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas, 
meskipun ada jaksa selaku pihak penuntut umum yang menuntut 
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terdakwa. Alasan pihak korban, tidak didampingi sebelumnya dikarenakan 
kasus tersebut adalah masalah pribadi dan aib keluarga.59 
Adapun pendampingan yang diberikan UPT Konsultasi dan 
Bantuan Hukum Unhas terhadap Korban, yaitu: 
a. Mendampingi pada saat bertemu dengan jaksa ataupun panitera; 
b. Melakukan Komunikasi dengan jaksa; 
c. Memberitahukan dan menjelaskan mengenai prosedur dan hal-
hal penting menyangkut perkaranya, terkait undang-undang dan 
pasal yang dikenakan;  
d.Melakukan monitoring pada saat persidangan; dan 
e. Memberikan dukungan moril terhadap keluarga korban. 
 
Hak-Hak ABH Sebelum, Selama dan Setelah Persidangan 
Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, 
menurut Arief Gosita, ada beberapa hak-hak anak yang harus 
diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:60 
1. Sebelum Persidangan 
a. Sebagai Pelaku: 
1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah 
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 
fisik, sosial dari apa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan 
tempat penahanan misalnya) 
                                                          
59 Wawancara dengan Muhammad Basit M, S.H. 27 November 2015 
60 Arief Gosita, 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo 
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3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam 
rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan 
yang akan datang dengan prodeo. 
4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari 
yang berwajib). 
b. Sebagai Korban 
1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, 
fisik, dan sosialnya. 
2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan 
suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan 
(kooperatif). 
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 
fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, 
pemerasan misalnya). 
4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam 
rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan 
yang akan datang dengan prodeo. 
5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban. 
c. Sebagai Saksi 
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1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan 
suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit 
para pelapor. 
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 
fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya 
(berbagai ancaman, penganiayaan misalnya). 
3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan (transport) 
2. Selama Persidangan 
a. Sebagai Pelaku 
1) Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara 
persidangan dan kasusnya. 
2) Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama 
persidangan. 
3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, 
kesehatan). 
4) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, 
penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya). 
5) Hak untuk menyatakan pendapat. 
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6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang 
menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, 
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam 
KUHAP (Pasal 1 ayat 22) 
7) Hak untuk mendapatkan perlakuan 
pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih 
mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. 
8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 
b. Sebagai Korban 
1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang 
sebagai saksi/korban (transport/penyuluhan) 
2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara 
persidangan dan kasusnya. 
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, 
penganiayaan, pembunuhan misalnya). 
4) Hak untuk menyatakan pendapat. 
5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, 
penderitaannya. 
6) Hak untuk memohon persidangan tertutup. 
C. Sebagai Saksi 
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1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang 
sebagai saksi (transport, penyuluhan) 
2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara 
persidangan dan kasusnya. 
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman penganiayaan, 
pembunuhan misalnya) 
4) Hak untuk mendapat izin dari sekolah untuk menjadi saksi. 
3. Setelah Persidangan 
a. Sebagai pelaku 
1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman 
yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide 
mengenai Pemasyarakatan. 
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, 
penganiayaan, pembunuhan misalnya). 
3) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya dan 
keluarganya. 
b. Sebagai Korban 
1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
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mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, 
penganiayaan, pembunuhan misalnya). 
2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial. 
c. Sebagai Saksi 
1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial dari siapa saja.  
 
Kendala yang Dihadapi dalam Penanganan ABH 
 Adapun kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum 
dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain: 
1. Kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak dan 
juga berkaitan dengan kurang pahamnya aparatur penegak hukum 
berkaitan dengan Undang-Undang SPPA sehingga hal ini sangat 
menyulitkan dalam proses pendampingan. 
2. Tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan 
pemberi Bantuan Hukum (BAPAS seolah-olah bertindak sebagai 
Pengacara atau BAPAS tidak mau mengadakan pembelaan). 
3. Psikologi korban susah ketemu. 
4. Tidak efektifnya pemulihan terhadap ABH. 
5. Terhadap kasus pelecehan seksual misalnya, kebanyakan 
terhambat karena tidak cukup bukti, yaitu tidak ada saksi selain 
korban. 
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6. Pada saat pemeriksaan saksi, Pemberi bantuan hukum tidak 
diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga 
Bantuan Hukum (Penegak Hukum tidak mengerti mengenai saksi). 
7.  Penasehat Hukum Anak Korban tidak diperkenankan masuk di 
persidangan. 
8. Perkataan saksi terhadap korban dan penegak hukum berbeda, 
karena adanya dorongan dari orang-orang yang mempunyai 
kekuasaan. 
9. Penyidik tidak merujuk ke LBH atau orangtua yang tidak 
menginginkan anaknya untuk didampingi dikarenakan alasan aib 
keluarga. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat 
berkesimpulan yaitu, sebagai berikut:  
1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain mendampingi 
ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tejaminnya hak-
hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan 
dan mengupayakan diversi tehadap kasus anak agar anak tidak 
tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan.  
2. Data  dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa 
peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak 
yang berhadapan dengan hukum belum efektif, namun 
penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak 
efektifnya, yakni kurangnya perspektif aparat penegak hukum 
tentang anak dan kurang pahamnya aparatur penegak hukum 
berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
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Anak sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses 
pendampingan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum.  
 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah :  
1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta 
prasarana dalam memberikan perlindungan hukum dan 
penanganan terhadap ABH sehingga hak-hak ABH terkait 
pemberian bantuan hukum dapat terpenuhi.  
2. Penegakan kembali seluruh aturan hukum yang telah diatur 
tentang wajibnya pemberian dan pendampingan LBH terhadap 
ABH. 
3. Perlu adanya pendampingan psikologis bagi setiap ABH 
sehingga kondisi psikologis anak tidak terganggu. 
4. BAPAS sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang 
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, 
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap 
Anak yang berkonflik dengan hukum harus berperan aktif dan 
berkerja sama secara kooperatif dengan LBH dalam 
pendampingan sebelum, selama dan setelah persidangan serta 
setelah anak telah menjalankan hukumannya agar anak tidak 
mengulangi tindak pidana tersebut. 
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5. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua 
jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku 
agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.  
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